AKUNTABILITAS PENYERAPAN ANGGARAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Strata-1

IImu Administrasi Publik

/LMU ALAT PENGABDIAN

Oleh:

PUTRI OKTARIANI
07011381722166

Konsentrasi Administrasi Keuangan Negaradan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2021



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENYERAPAN ANGGARAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) .
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam

Menempuh Derajat Strata-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:
PUTRI OKTARIANI
07011381722166

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2021

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si <
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung,S,Sos,MPA M

NIP. 198108272009121002




HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

AKUNTABILITAS PENYERAPAN ANGGARAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Juli 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Sofyan Effendi, S.IP.. M.Si

Ketua _’/,><-f-"”
o=
o
~

Zailani Surya Marpuang. S.Sos.. MPA

Anggota

Dr. Nurmah Semil, M.Si
Anggota

Drs. Mardianto, M.Si
Anggota
Palembang, Juli2021 .
Fakultas Ilmu Sosial dan Timu Politik
Universitas Sriwijaya

Dekan, /

Prof. Dr. Kiagus {
7~ NIP. 1963110619 0031001




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ketahuilah, bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama
kesempitan dan kesulitan bersama kemudahan”

(HR. Tirmidzi)

Dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orangtuaku Ayah A.Rivai dan Ibu Sumiati
2. Kakakku M. Adityawarman Aji Sutama, S.M
3. Almamater Kebanggaanku



ABSTRAK

Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan menjadi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut yang menjadi tuntutan untuk adanya
akuntabilitas yang baik dalam system pemerintahan. Di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang
menerapkan akuntabilitas dalam hal pengelolaan anggarannya. Akuntabilitas dalam
pengelolaan anggaran merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah
setelah melaksanakan kegiatan rutin dalam satu tahun anggaran. Akan tetapi tingkat
akuntabilitas di Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
masih menjadi tantangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir untuk lima tahun kedepan yaitu tahun 2019-2024. Jika dilihat melalui Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024,
masih adanya tantangan mengenai tuntutan akuntabilitas serta masih rendahnya proporsi
belanja langsung terhadap daerah. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tingkat akuntabilitas
penyerapan anggaran menggunakan jenis-jenis akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi
Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan tiga dimensi yaitu
Akuntabilitas keuangan, Akuntabilitas manfaat dan Akuntabilitas prosedural. Jenis penelitian
kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan keyinforman,
observasi langsung ke lapangan dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat Akuntabilitas
keuangan, Akuntabilitas manfaat, dan Akuntabilitas prosedural di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 telah dijalankan secara
Akuntabel. Pembuktiannya dengan adanya penghargaan yang diberikan Pemerintahan

Republik Indonesia kepada Kabuapaten Ogan Komering Ilir atas pencapaian opini WTP dari
tahun 2015-2019.
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ABSTRACT

The current system of government in Indonesia has developed into a central government
and local government. This is a demand for good accountability in the government system. At
the Regional Development Planning Agency of Ogan Komering Ilir Regency as one of the
Regional Apparatus Organizations that implements accountability in terms of budget
management. Accountability in budget management is the responsibility carried out by the
government afier carrying out routine activities in one fiscal year. However, the level of
accountability in the Regional Development Planning Agency of Ogan Komering Ilir Regency
is still a challenge for the Regional Development Planning Agency of Ogan Komering Ilir
Regency for the next five years, namely 2019-2024. When viewed through the Strategic Plan
of the Regional Development Planning Agency of Ogan Komering Ilir Regency in 2019-2024,
there are still challenges regarding accountability demands and the low proportion of direct
spending to the regions. The purpose of this study was to determine the level of accountability
Jor budget absorption using the types of accountability according to the State Administration
Agency and the Financial and Development Supervisory Agency with three dimensions, namely
financial accountability, benefit accountability and procedural accountability. This type of
qualitative research uses data collection techniques by interviewing key informants, direct field
observations and 2019 Accountability Report (LP.J) documents. Based on the results of the
research and discussion, it can be concluded that the levels of financial accountability, benefit
accountability, and procedural accountability at the Regional Development Planning Agency
Ogan Komering Ilir Regency in 2019 has been carried out optimally. The proof is in the award
given by the Government of the Republic of Indonesia to Ogan Komering Ilir Regency for the
achievement of the WTP opinion from 2015-2019.

Keywords: Accountability, Regional Development Planning Agency, Ogan Komering Ilir
Regency
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami perkembangan menjadi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut yang menjadi tuntutan adanya suatu
sistem keuangan negara yang dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan
serta penyediaan jasa-jasa publik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan
good governance dapat menjadi pendorong pendekatan yang lebih sistematis dalam
pengelolaan anggaran, baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengemukakan ada sembilan prinsip-prinsip
good governance, yaitu: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Responsif, Orientasi
Kesepakatan, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Visi Strategis, dan Akuntabilitas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menjelaskan bahwa, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/penyerapan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perwujudan dari
penerapan good governance dalam pengelolaan anggaran terutama pada tahapan
akuntabilitas harus dioptimalkan, karena prinsip akuntabilitas merupakan perwujudan dari
pemerintah sebagai pengelola anggaran serta sebagai penyedia informasi kepada publik
mengenai tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran, selain itu
akuntabilitas yang optimal menjadi tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah dalam

menjalankan fungsi administratif kepemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang baik.



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 16 menyebutkan bahwa,
Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Sasaran (Target) Kinerja Yang Mencantumkan
Dalam Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Dalam Rangka Pelaksanaan APBN/APBD Tahun
Berjalan. Melihat dari Peraturan Presiden tersebut, prinsip akuntabilitas di sektor publik harus
diperhatikan oleh pemerintah sebagai pelaksana dan pengelola anggaran, agar input dan output
anggaran yang tersedia dapat dikelola dengan baik yang sesuai dengan Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK). Prinsip akuntabilitas dalam sektor publik terutama dalam pengelolaan
anggaran juga dapat menjadi pengetahuan masyarakat mengenai apa saja kegiatan/program
yang dilakukan oleh pemerintah mengenai anggaran yang tersedia dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang
selanjutnya akan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan akuntabilitas di sektor publik, perlu
memperhatikan prinsip-prinsip dari akuntabilitas, yaitu: (1) Harus adakomitmen dari pimpinan
dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2)
Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian
visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan dan
inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk
pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki beberapa jenis,
yaitu: (1) Akuntabilitas Keuangan, akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban

mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan, (2)



Akuntabilitas Manfaat, akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil
dari kegiatan-kegiatan pemerintah, (3) Akuntabilitas Prosedural, akuntabilitas prosedural dari
pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian
hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang
telah ditetapkan

Pemerintah daerah selaku yang menjalankan kepemerintahan di daerah khususnya
setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk dapat mengatur sendiri rumah tangga
dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia di daerahnya. Pemerintah juga dituntut
memiliki  tanggung jawab penuh dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam
mempertanggung jawabkan tingkat akuntabilitas yang optimal, karena semakin optimalnya
akuntabilitas pada pengelolaan anggaran, maka semakin berhasil pula pemerintah dalam
melaksanakan visi suatu organisasi. Pada pelaksanaan pengelolaan anggaran, permasalahan
mengenai penyerapan anggaran menjadi masalah yang klasik terjadi setiap tahunnya dan dapat
membawa dampak terhadap program atau kegiatan pemerintah. Biasanya, tingkat keberhasilan
dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digambarkan dalam persentase serapan
anggaran. Penyerapan anggaran dalam lingkupan pemerintah daerah berarti kegiatan atas
pelaksanaan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (UU APBD) yang
disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, tingkat dari penyerapan
anggaran yang di capai tidak selalu dilihat dari adanya persoalan pada akuntabilitas anggaran.

Hal tersebut dikarenakan, akuntabilitas anggaran hanya melihat seberapa tinggi
pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran oleh pelaksana anggaran.

Berikut merupakan tabel mengenai Serapan Anggaran dalam lingkup Badan di

Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019:



Tabel 1.1
Serapan Anggaran Dalam Lingkup Badan di Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2019

No

Organisasi

Perangkat Daerah

Jumlah Anggaran

Realisasi

Anggaran

Sisa Anggaran

(%6)

Badan Perencanaan
Pembangunan

Daerah

Rp. 5.327.540.000

Rp.5.230.046.018

Rp. 97.493.982

98,94

Badan Pengelolaan
Keuangan Aset

Daerah

Rp. 15.063.462.000

Rp. 14.837.662.378

Rp. 225.799.622

98,74

Badan Pengelolaan

Pajak Daerah

Rp. 6.152.000.000

Rp.5.9952.060.000

Rp. 199.940.000

96,75

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Rp. 1.600.000.000

Rp. 1.565.000.000

Rp. 35.000.000

97,84

Badan
Penanggulangan

Bencana Daerah

Rp. 11.057.643.000

Rp. 3.280.802.678

Rp.7.776.840.322

29,67

Badan Layanan

Umum

Rp.53.964.511.828

Rp. 51.563.091.052

Rp. 2.401.420.776

95,55

Badan Kepegawaian
Pendidikan

Pelatihan

Rp. 7.981.857.000

Rp.6.241.013.988

Rp. 1.740.843.012

78,19

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Rp. 3.232.700.000

Rp. 3.210.394.370

Rp. 22.305.630

99,31

Jumlah

Rp. 104.379.713.828

Rp. 91.880.070.494

Rp. 12.499.643.344

86,25

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab OKI, diolah penulis2021




Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dalam lingkup Badan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 memiliki
tingkat penyerapan anggaran yang baik, walaupun masih ada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang tingkat serapan anggarannya masih rendah. Padatabel 1.1 diatas, serapan anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun

2019 sebesar 98,94%. Berikut rincian mengenai serapan anggaran Tahun 2019 sebesar 98,94%:

Tabel 1.2

Alokasi dan Realisasi Program/kegiatan Tahun Anggaran 2019 di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir

No

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyedia Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan
Listrik

92.445.000

74.662.392

80,76

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional

15.000.000

7.451.475

49,68

Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

61.440.000

61.440.000

100,00

Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja

16.500.000

16.500.000

100,00

Penyediaan Alat Tulis
Kantor

35.500.000

35.500.000

100,00

Penyediaan Barang Cetak
dan Penggandaan

30.000.000

30.000.000

100,00

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

11.000.000

11.000.000

100,00




Penyediaan Bahan Bacaan
dan Paraturan Perundang-
Undangan

64.900.000

64.873.500

99,96

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

20.000.000

20.000.000

100,00

10

Penyediaan Makanan dan
Minuman

32.500.000

32.500.000

100,00

11

Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah

225.000.000

224.644.069

99,84

12

Rapat-Rapat Koordinasi ke
Dalam Daerah

83.500.000

83.100.000

99,52

13

Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Pelayanan Kegiatan

400.800.000

372.300.000

92,89

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor

117.865.000

117.865.000

100,00

Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor

147.000.000

146.700.000

99,80

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

144.800.000

144.768.000

99,98

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

236.040.000

235.606.125

99,82

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya

21.600.000

21.500.000

99,54

Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu

29.150.000

29.120.000

99,90




Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan
Forma

10.000.000

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran

10.000.000

10.000.000

100,00

Penyusunan RENSTRA,

RENJA, IKU, TAPKIN,

LKJIP, LPPD, dan LKPJ
OPD

100.000.000

100.000.000

100,00

Vi

Program Pengembangan
Data/Informasi

Penyusunan dan
Pengumpulan Data
Informasi/Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan

60.000.000

59.600.000

99,33

Pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah

60.000.000

60.000.000

100,00

VIl

Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar

Perencanaan Bidang Fisik
dan Prasarana

171.665.000

171.645.710

99,99

VI

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan
Musrenbang RPJMD

215.000.000

212.500.000

98,84




Penyelenggaraan
Musrenbang

325.000.000

323.331.793

99,49

Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten OKI

140.000.000

140.000.000

100,00

Pelaksanaan Pokja Air
Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL), dan
Panitia Kemitraan (PAKEM)
Program PAMSIMAS

90.000.000

90.000.000

100,00

Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)
Perubahan Kabupaten OKI

83.000.000

83.000.000

100,00

Evaluasi RPIJM Bidang
Cipta Karya Kabupaten OKI

18.335.000

18.335.000

100,00

Penyusunan Pagu Indikatif
Program/kegiatan Kabupaten
OKI

80.000.000

78.800.000

98,50

Penyusunan Pagu Indikatif
Program/kegiatan Kabupaten
OKI

127.500.000

125.700.000

98,59

Pokja PKP (Perumahan dan
Pemukiman) Kabupaten OKI

90.000.000

90.000.000

100,00

10

Pengembangan SIMDA
Perencanaan

230.00.000

229.985.096

99,99

11

Penyusunan Rencana
Program Kegiatan Sektoral

90.000.000

89.647.648

99,61

12

Monitoring, Evaluasi,
Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

150.000.000

142.800.000

95,20

13

Penyusunan RPJM Daerah
Kabupaten OKI

215.000.000

213.100.000

99,12

14

Asistensi Penyusunan
Renstra SKPD

240.000.000

236.348.000

98,48




Program Perencanaan

X Pembangunan Ekonomi
y | Perencanaan Pembangunan 240.000.000 235.707.233 98,21
Bidang Ekonomi
2 Analisis Perekonomian 170.000.000 167.722.170 98,66
Daerah
X Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
y | Perencanaan Pembangunan 362.000.000 358.039.261 98,91
Bidang Sosial Budaya
Penyusunan Analisis
2 Indikator Kesejanteraan 65.000.000 65.000.000 100,00

Sosial (Inkesos) Kabupaten
OKI

Penyusunan Indeks
3 Pembangunan Manusia 100.000.000 100.000.000 100,00
(IPM) Kecamatan

Pelaksanaan Percepatan
4 SDG’s (Sustainable 100.000.000 99.419.402 99,42
Development Goals)

Sumber : Bappeda Kab.OKIl, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan/program
yang di jalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2019 terealisasi dengan baik dan mencapai tingkatan persen yang efektif,
walaupun pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

masih rendah yaitu hanya 49,68%.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian akan muncul
pertanyaan-pertanyaan baru. Apakah tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintah hanya dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat penyerapan anggaran? Serapan

anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir tahun



2019 sudah efektif dan dapat dikatakan baik yang mencapai 98,94%, tapi mengapa di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih adanya tuntutan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan masih rendahnya proporsi belanja
langsung terhadap belanja daerah? Mengapa masih terjadi fenomena terhadap Kkinerja

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kinerja keuangan yang masih rendah?

Untuk menjawab semua pertanyaan dan pemaparan diatas, maka perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut dan akan di bahas melalui skripsi ini dengan judul Akuntabilitas
Penyerapan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian maka dirumuskan masalah, Bagaimana
Akuntabilitas Penyerapan Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2019?
C. Tujuan Penelitian

Adapan tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa akuntabel anggaran mengenai
Akuntabilitas Penyerapan Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2019.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam bidang

Keuangan Negara, khususnya mengenai Akuntabilitas Penyerapan Anggaran di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 dengan

menggunakan teori jenis-jenis akuntabilitas.
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2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan
rekomendasi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan

Komering llir.
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Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah menyatakan bahwa Sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar
1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi
Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa
untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-
sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan,
perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah
berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan
tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa
Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi
objek, subjek, proses dan tujuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan/penyerapan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Semua Pengeluaran dari Rekening Kas
Umum atau Daerah yang Mengurangi Ekuitas Dana Lancar Dalam Periode Tahun
Anggaran Bersangkutan yang Tidak Akan Diperoleh Pembayarannya Kembali oleh
Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 16 menyebutkan bahwa Membandingkan
Realisasi kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang Mencantumkan Dalam
Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Dalam Rangka Pelaksanaan APBN/APBD
Tahun Berjalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.
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